GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 81 TAHUN
2003 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN GULA PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

a. bahwa dalam rangka peningkatan dan efisiensi produktivitas

gula, pengembangan industri gula dan derivatifnya yang
berkelanjutan serta berbasis kemitraan antara PTPN/PT Gula
dan Petani, telah dibentuk Dewan Gula Provinsi Jawa Tengah
yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 81 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dewan Gula
Provinsi Jawa Tengah;

. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 176

Tahun 2014 tentang Pembubaran Dewan Penerbangan Dan
Antariksa Nasional Republik Indonesia, Lembaga Koordinasi
Dan Pengendalian Peningkatan  Kesejahteraan  Sosial
Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum
Nasional, Badan Kebijaksanaan Dan Pengendalian
Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional, Komite
Antar Departemen Bidang Kehutanan, Badan Pengembangan
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Komite AKsi
Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk
Untuk Anak, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
Dan Dewan Gula Nasional, maka Dewan Gula Provinsi Jawa
Tengah tidak mempunyai dasar hukum pembentukan sehingga
perlu dibubarkan dengan mencabut Keputusan Gubernur
sebagaimana dimaksud pada huruf a;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 81 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dewan
Gula Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara
Tahun 1950 Halaman 86-92);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pem-
bagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerin-
tahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupa-
ten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);

9. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014 tentang
Pembubaran Dewan Penerbangan Dan Antariksa Nasional
Republik Indonesia, Lembaga Koordinasi Dan Pengendalian
Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan
Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan
Kebijaksanaan Dan Pengendalian Pembangunan Perumahan
dan Permukiman Nasional, Komite Antar Departemen Bidang
Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan
Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-
Bentuk  Pekerjaan Terburuk  Untuk  Anak, Dewan
Pengembangan Kawasan Timur Indonesia Dan Dewan Gula
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 373);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN
GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 81 TAHUN 2003 TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN GULA PROVINSI JAWA TENGAH



Pasal 1

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Dewan Gula Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003
Nomor 88), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 8 Januari 2015

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd
GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 8 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd
SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 3.



